
WALi KOTA SERANG 
PROVINSI BANTEN 

PERATURAN WALi KOTA SERANG 
NOMOR 42 TAHUN 2023 

TENTANG 
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

WALi KOTA SERANG, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang ..... 
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4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4748); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

10. Peraturan .... 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6881); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah {Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifi.kasi, Kodefi.kasi, clan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

18. Peraturan ..... 
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

19. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang 
Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Serang Nomor 39); 

20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang 
Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Serang Nomor 49) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Serang 
Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang 
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Serang Nomor 125); 

21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 
2021 Nomor 11); 

22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Berita Daerah Kota Serang Nomor 123); 

23. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2022 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 
Serang Tahun 2022 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2023 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2023 Nomor 2); 

25. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 104 Tahun 2021 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota 
Serang Tahun 2021 Nomor 169); 

26. Peraturan ..... 
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26. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 52 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita 

Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 248); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SERANG TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2022. 

Pasal 1 

(1) Pendapatan 

a. pendapatan asli daerah 

b. pendapatan transfer 

c. lain-lain pendapatan yang sah 

jumlah pendapatan 

(2) Belanja daerah 

a. belanja operasi 

1. belanja pegawai 

2. belanja barang dan jasa 

3. belanja bunga 

4. belanja hibah 

5. belanja bantuan sosial 

jumlah belanja operasi 

b. belanja modal 

1. belanja tanah 

2. belanja peralatan dan mesin 

3. belanja gedung dan bangunan 

4. belanja jalan, irigasi dan jaringan 

5. belanja aset tetap lainnya 

6. belanja aset lainnya 

jumlah belanja modal 

c. belanja tak terduga 

belanja tak terduga 
jumlah belanja tak terduga 

jumlah belanja 

surplus/ (defisit) 

Rp258.466.610. 752,00 

Rpl.133.001.980.132,00 

Rp524.382.111,00 

Rp 1.391. 992.972.995,00 

Rp604 .609 .504.505,00 

Rp585.303.989.251,00 

Rp0,00 

Rp52.394.824.405,00 

Rpl 1.507.973.000,00 

Rpl.253.816.291.161,00 

Rp2.557. 713.360,00 

Rp47.432.138.118,00 

Rp57.957.932.938,00 

Rp71. 820. 656. 982, 00 

Rpl 1.228.098.288,00 

Rp0,00 

Rpl 90.996.539.686,00 

Rp8.838.458. 742,00 

Rp8.838.458. 742,00 

Rpl.453.651.289.589,00 

Rp(61.658.316.594,00) 

(3) Pembiayaan ..... 
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(3) Pembiayaan 
p,10( Erg 7 0p 
A1L t,A A+tut, A,\A 

b. pengeluaran pembiayaan Rp26.249.998.915,00 

jumlah pembiayaan neto Rp93.771.557.806,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp32. l 13.24 l .212,00 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kata ini. 

Pasal 3 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Peraturan Wali Kata ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kata ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Serang. 

Ditetapkan di Serang 
pada tanggal 31 Agustus 2023 
WALI KOTA SERANG, 

Diundangkan di Serang 
pada tanggal 31 Agustus 2023 
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG, 

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR319 


